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R82 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3
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gambar 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada kantor Lembang
Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dalam rangka penyelesaian
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KUESIONER PENELITIAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT LEMBANG PALI DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa saya sedang mengadakan penelitian yang
dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi sebagai salah satu syarat dalam
penyelesaian studi pada program Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas
Hasanuddin. Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.
Sehubungan dengan maksud tersebut saya sangat mengharapkan bantuan saudara
untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat saudara
dan keadaan yang sesungguhnya. Semua berkas yang mencantumkan identitas
subjek penelitian hanya dipergunakan untuk pengolahan data dan sudah dirancang
sedemikian rupa sehingga datanya terjaga dan tidak dapat ditelusuri sumber
informasinya.

Identitas Responden
Nama/Inisial
Alamat

Karakteristik Responden
Jenis Kelamin
Usia
Jabatan
Nama Dusun

Petunjuk Pengisian
Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (\) pada salah satu
jawaban yang paling mendekati pendapat anda

Penilaian SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju
Jawaban Pernyataan
Pernyataan s ‘ S ‘ KS ‘ TS

MANIPULATION

Pembangunan di Lembang Pali dilaksanakan
berdasarkan hasil Musrenbang
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Perencaan Program Pembangunan di Lembang Pali
disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat

THERAPY

Pelaksanaan Musrenbang di Lembang Pali
mengutamakan keterlibatan masyarakat

Pemerintah Lembang pali melakukan sosialisasi
Perencanaan Pembangunan kepada masyarakat

INFORMING

Dalam penyusunan program pembangunan di
Lembang Pali, masih kurang memperhatikan saran
dari masyarakat

Keterlibatan masyarakat Lembang pali dalam
penyusunan program pembangunan hanya terbatas
pada memberikan saran

CONSULTATION

Penyusunan program perencanaan pembangunan di
Lembang Pali, disusun dan diatur oleh Pemerintah

Dalam pelaksanaan Musrenbang masyarakat hanya
sekedar ikut dan mendengarkan susunan perencanaan
pembangunan dari pemerintah

PLACATTON

Pelaksanaan Musrenbang di Lembang Pali
mengutamakan Kketerlibatan masyarakat serta lembaga-
lembaga masyarakat seperti Lembaga Adat, Kader
PKK, dll

Masyarakat serta lembaga masyarakat tidak memiliki
kekuatan yang besar dalam mempengaruhi
penyusunan perencanaan program pembangunan

PARTNERSHIP

Pemerintah Lembang Pali bekerjasama dengan
masyarakat dalam penyusunan program pembangunan

Pemerintah Lembang Pali selalu berkoordinasi dengan
masyarakat dalam penyusunan program pembangunan

DELEGATED POWER

Aspirasi dari masyarakat sangat mempengaruhi
kebijakan perencanaan program pembangunan di
Lembang Pali
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Masyarakat Lembang Pali berhak untuk terlibat dan
menentukan Penyusunan Program Pembangunan

CITIZEN CONTROL

Masyarakat memiliki kewenangan sepenuhnya untuk
mengatur program pembangunan

Masyarakat dan Pemerintah memiliki kedudukan yang
sama dalam menentukan penyusunan program
pembangunan
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